
 

 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan Peraturan 

Gubernur Nomor 360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 Tentang Skrining Ibu 

Hamil Sebelum Persalinan Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas 

Magek Kabupaten Agam dapat disimpulkan: 

1. Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 

Tentang Skrining Ibu Hamil Sebelum Persalinan Di Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru di Puskesmas Magek Kabupaten Agam. Adalah Semua  

Ibu hamil wajib melakukan skrining saat usia kehamilan 34- 36 minggu. 

Puskesmas membuat persyaratan untuk melakukan persalinan di 

Puskesmas Magek yaitu, harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, Jaminan 

Kesehatan buku Kesehatan Ibu anak dan wajib melampirkan surat telah 

melakukan skrining. Puskesmas membuat surat pernyataan yang wajib 

diisi oleh semua ibu hamil, jika surat tidak diisi dan di tandatangani ibu 

tidak bisa mendapatkan pelayanan di persalinan di Puskesms Magek 

2. Kendala – kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 

360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 Tentang Skrining Ibu Hamil Sebelum 

Persalinan Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas Magek 

Kabupaten Agam adalah Ibu keberatan untuk melakukan skrining karena 

tidak mearsa ada gejala seperti demam, batuk,flu yang mengarah kepada 

COVID-19. Ibu merencanakan persalinan di Bidan Praktek Swasta karena 
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ada beberapa BPS di Wilayah Kerja Puskesmas Magek tidak mewajibkan 

untuk melakukan skrining. Takut pelayanan terhadap mereka dipersulit 

jika mereka positif COVID-19. Masyarakat masih banyak menerima 

informasi – informasi negatif tentang skrining sehingga mereka tidak 

bersedia untuk diskrining. 

3. Upaya Penaggulangan Kendala Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 

360/224/COVID-19-Sbr/X-2020 Tentang Skrining Ibu Hamil Sebelum 

Persalinan Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Puskesmas Magek 

Kabupaten Agam adalah Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan 

melibatkan lintas sector seperti tokoh masyarakat, pemerintahan nagari 

dan ibu –ibu PKK, sehingga mereka tidak ragu lagi melakukan Skrining 

Melakukan promosi kesehatan baik menggunakan media cetak maupun 

media elektronik 

 

B. Saran 

1. Adanya kesatuan antara Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta untuk 

mewajibkan semua ibu hamil yang akan bersalin diwajibkan skrining. 

2. Dinas kesehatan perlunya melakukan pengawasan kepada  Bidan Praktek 

Swasta untuk mewajibkan ibu hamil yang akan bersalin melakukan 

skrining. 

3. Sosialisasi terkait pearaturan Gubernur tentang skrining Ibu Hamil tidak 

hanya dilaksanakan oleh pihak puskesmas saja tetapi juga harus 

dilaksanakan Bidan Praktek Swasta. Sehingga dapat mengendalikan 

COVID-19 
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